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UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2023

•

• Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin

terhadap PNS seta melaksanakan berbagai

disiplin.

upaya peningkatan

• PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman

.

PASAL 87 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014

• PNS diberhentikandengan hormat tidak atas permintaan sendiri

karena melakukanpelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

PASAL 139 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014

• Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan

perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan

dari Undang-Undang No. 8/1974 jo Undang-Undang No. 43/1999

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2023

• Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dikenakan pelanggaran

disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin

• Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin

• Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat

akan dijatuhi Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri

dengan kategori Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



PASAL 86 AYAT (1) S.D (3) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014

• Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran

pelaksanaan tugas PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

• Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin

terhadap PNS serta melaksanakan berbagai

disiplin.

upaya peningkatan

• PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman

disiplin.

PASAL 87 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014

• PNS diberhentikandengan hormat tidak atas permintaan sendiri

karena melakukanpelanggaran disiplin PNS tingkat berat.



DISIPLIN

 Disiplin PNS  - Pasal 1 angka 4 PP 94/2021

kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari 
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

 Pelanggaran Disiplin  - Pasal 1 angka 6 PP 94/2021

setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati 
kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, 
baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. 





• Yang bertanggung jawab terhadap
disiplin PNS adalah Atasan Langsung

masing-masing.

PRINSIP DASAR • Pelanggaran disiplin PNS bukan Delik Aduan.
Oleh karena itu, setiap atasan langsung 
mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan

pelanggaran disiplin yang dilakukan
bawahannya maka atasan langsung tersebut
WAJIB menindaklanjuti/melakukan

pemanggilan untuk diperiksa

(Pasal 26 ayat (1)).

PP 94/2021



• Atasan langsung yang telah mengetahui dugaan

pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, 

tetapi tidak memanggil, memeriksa dan/atau tidak

melaporkan kepada PYBM HD, maka atasan

langsung tsb dijatuhi hukuman disiplin yang lebih

berat (Ps. 28)

PRINSIP
DASAR

• Pelanggaran disiplin = seluruh tindakan/perbuatan

yang bersifat negatif karena bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi

masyarakat, maupun yang berlaku bagi PNS, baik itu

yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang tidak

berkaitan dengan kedinasan yang berupa melanggar

kewajiban dan/atau larangan (Ps. 3 s.d 5)

PP 94/2021



RUANG LINGKUP 

(PASAL 3)
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PERBUBAHAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

PP Nomor 53 
Tahun 2010

04

12

02

Jenis Hukdis Ringan

- Teguran Lisan

- Teguran Tertulis

- Pernyataan tidak puas

Jenis Hukdis Sedang

- Tunda KGB

- Tunda KP

- Turun KP 1 Tahun

Jenis Hukdis Berat

- Turun KP 3 th

- Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah

- Pembebasan dari jabatan

- PDHTASP
- PTDH

PP Nomor 94 
Tahun 2021

Pasal 8 Jenis hukuman disiplin

Hukdis Ringan : 

- Teguran ringan
- Teguran tertulis

- Pernyataan tidak puas secara
tertulis

Hukdis Sedang

- Permotongan Tunkin 25 % selama
6 bulan

- Permotongan Tunkin 25 % selama
9 bulan

- Permotongan Tunkin 25 % selama
12 bulan

Hukdis Berat

- Penurunan jabatan setingkat lebih
rendah selama 12 bulan

- Pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama
12 bulan

- PDHTAPS

Pasal 42 PP 94 Tahun 2022

Hukuman disiplin sedang diberlakukan sejak

ditetapkannya PP tentang GTF



negatif pada negara

negatif pada negara

negatif pada negara

negatif pada negara

negatif pada negara

No KEWAJIBAN PNS
Tingkat Hukuman /Jenis Pelanggaran

Keterangan
Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5 6

1
Setiadan taat sepenuhnya kepada Pancasila,

UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah - -
Pelanggaran berdampak negatif

pada unit kerja, isntansi dan/atau

negara

2 Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa -

Pelanggaran berdampak negatif

pada instansi yang bersangkutan
Pelanggaran  berdampak

3
Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

Pejabat Pemerintah yang berwenang

Pelanggaran berdampak negatif

pada unit kerja

Pelanggaran berdampak negatif

pada instansi yang bersangkutan
Pelanggaran  berdampak

4 Menaati ketentuan PPU
Pelanggaran berdampak negatif

pada unit kerja

Pelanggaran berdampak negatif

pada instansi yang bersangkutan
Pelanggaran  berdampak

5
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh

pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung

jawab

Pelanggaran berdampak negatif

pada unit kerja

Pelanggaran berdampak negatif

pada instansi yang bersangkutan
Pelanggaran  berdampak

6

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,

perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,

baik di dalam maupun di luar kedinasan
Pelanggaran berdampak negatif

pada unit kerja

Pelanggaran berdampak negatif

pada instansi yang bersangkutan
Pelanggaran  berdampak



melaksanakan

tinggi kehormatan

berdampak negatif

berdampak negatif

pemerintah

berdampak negatif

pemerintah

No KEWAJIBAN PNS
Tingkat Hukuman /Jenis Pelanggaran

Keterangan
Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5 6

7
Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat

mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan

ketentuan PPU

Pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja

Pelanggaran berdampak          

negatif pada   instansi     

yang bersangkutan

Pelanggaran berdampak

negatif pada negara

Menyimpan Rahasia

Jabatan termasuk

kewajiban menjunjung

negara, pemerintah,

dan martabat PNS

8
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah

NKRI

Pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja

Pelanggaran berdampak          

negatif pada   instansi     

yang bersangkutan

Pelanggaran

pada negara

9
Menghadiri dan mengucapkan 

sumpah/janji PNS
-

Apabila pelanggaran

dilakukan tanpa alasan yang

sah

-

10

Menghadiri dan mengucapkan 

sumpah/janji Jabatan -

Apabila pelanggaran

dilakukan tanpa alasan yang

sah

-

11

Mengutamakan kepentingan negara daripada

kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan

Pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja

Pelanggaran berdampak

negatif pada instansi

yang bersangkutan

Pelanggaran

pada negara dan/atau

12

Melaporkan dengan segera kepada atasannya

apabila mengetahui ada hal yang dapat

membahayakan keamanan negara atau merugikan

keuangan negara

-

Pelanggaran berdampak

negatif pafa instansi

yang bersangkutan

Pelanggaran

pafa negara dan/atau



pimpinan tinggi dan pejabat

jabatannya menjadi

bersangkutan

tanpa alas an apapun

No KEWAJIBAN PNS
Tingkat Hukuman /Jenis Pelanggaran

Keterangan

Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5 6

13

Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan
-

Yang dilakukan pejabat

administrator dan pejabat

fungsional

Yang     dilakukan       pejabat

lainnya

14
Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

• 3 hari kerja

(teguran lisan)

• 4-6 harikerja

(teguran tertulis)

• 7-10 hari kerja (pernyataan

tidak puas secara tertulis)

• 11-13 hari kerja (Pemotongan

Tukin 25% selama 6 bulan)

• 14-16 hari kerja

(pemotongan Tukin 25%

selama 9 bulan)

• 17-20 hari kerja (pemotongan

Tukin 25% selama 12 bulan)

• 21-24 hari kerja (penurunan 

jabatan setingkat lebih rendah

selama 12 bulan)

• 25-27 hari kerja

(pembebasan dari

jabatan pelaksana selama

12 bulan)

• 28 hari kerja atau lebih

• 10 hari kerja terus menerus

(PDHTAPS sebagai PNS)

15
Menggunakan dan memelihara barang milik

negara dengan sebaik-baiknya

Pelanggaran berdampak negatif

pada unit kerja

Pelanggaran   berdampak negatif 

pafa instansi yang -

16

Memberikan kesempatan kepada bawahan

untuk mengembangkan kompetensi
Pelanggaran berdampak negatif

pada unit kerja

Pelanggaran berdampak negatif

pafa instansi yang bersangkutan -

17

Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai

dengan ketentuan PPU

- -
Tanpa batas  minimal dan



negatif pada negara

dan/atau pemerintah

No Larangan

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran

Keterangan

Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5 6

1 Menyalahgunakan wewenang - - √

2

Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau orang lain menggunakan kewenangan

orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan

dengan jabatan

- - √

3 Menjadi pegawai atau bekerja utuk negara lain - - √

4

Bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa

izin/tanpa ditugaskan oleh PPK - - √

5

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau

Lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh

PPK

- - √

6

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, 

menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak

atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik

negara secara tidak sah

Pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja

Pelanggaran berdampak negatif

pada instansi yang bersangkutan

Pelanggaran berdampak

dan/atau pemerintah

7 Melakukan pungutan di luar ketentuan -

Pelanggaran berdampak negatif

pada instansi yang bersangkutan

Pelanggaran berdampak negatif      

pada   negara



No Larangan

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran

Keterangan

Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5 6

8
Melakukan kegiatan yang merugikan negara Pelanggaran  berdampak negatif

pada unit kerja

Pelanggaran berdampak  negatif pada

instansi yang bersangkutan
-

9
Bertindak sewenang-wenang terhadap

bawahan

Pelanggaran  berdampak

negatif pada unit kerja

Pelanggaran berdampak  negatif

pada instansi yang bersangkutan
-

10 Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
Pelanggaran  berdampak negatif

pada unit kerja

Pelanggaran berdampak  negatif pada

instansi yang bersangkutan
-

1

1

Menerima hadiah yang berhubungan dengan

jabatan dan/atau pekerjaan
- - √

12 Meminta sesuatu yang berhubungan dengan

jabatan
- - √

13
Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan

yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang

dilayani

- Pelanggaran berdampak  negatif pada

instansi yang bersangkutan
-

14

Memberikan dukungan kepada caPres/caWapres,

calon Kada/Wakada, calon anggota

DPR/DPD/DPRD

- - √



PUNGUTAN LIAR, MENERIMA DAN MEMINTA SESUATU YG BERHUBUNGAN DGN 
JABATAN

PP No 53 Tahun 2010

HD berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan
menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun
juga yg berhubungan dgn jabatan dan/atau pekerjaannya.  

PP No 94 Tahun 2021

pungutan di luar ketentuan

HD sedang apabila
berdampak negatif pada unit 
kerja dan/instansi

HD berat apabila berdampak
negatif pada negara 
dan/pemerintah

menerima
hadiah

meminta
sesuatu

HD berat

HD berat

Pungutan Di Luar Ketentuan:

pengenaan biaya yang tidak seharusnya 
dikenakan atau penyalahgunaan 
wewenang untuk mendapatkan uang, 
barang, atau bentuk lain untuk 
kepentingan pribadi atau pihak lain baik 
dilakukan secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama.



PELANGGARAN NETRALITAS

HD SEDANG

Sbg peserta
kampanye dgn
menggunakan
atribut
partai/atribut PNS

HD BERAT

Sbg peserta kampanye dgn
mengerahkan PNS lain

Sbg peserta kampanye dgn
menggunakan fasilitas negara

Membuat keputusan dan/atau
tindakan yg
menguntungkan/merugikan salah
satu pasangan calon

Mengadakan kegiatan yg mengarah
kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan/pemberian
barang kepada PNS, anggota keluarga, 
dan masyarakat

Memberikan surat dukungan disertai
foto kopi KTP/Surat Keterangan
Tanda Penduduk

HD SEDANG

Sbg pelaksana kampanye, menjadi peserta
kampanye dgn menggunakan atribut
partai/atribut PNS, mengerahkan PNS lain

Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon
Presiden/Wakil Presiden meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan/pemberian barang
kepada PNS, anggota keluarga, dan masyarakat

Memberikan surat dukungan disertai foto kopi 
KTP/Surat Keterangan Tanda Penduduk

Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon Kepala
Daerah/Wakil Kepada Daerah meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan/pemberian barang
kepada PNS, anggota keluarga, dan masyarakat

HD BERAT

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 
Presiden, DPR, DPRD dgn cara sebagai peserta
kampanye dgn menggunakan fasilitas negara

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 
Presiden dgn cara membuat keputusan dan/atau
tindakan yg menguntungkan/merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye

Memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara menggunakan
fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye
dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yg
menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon
selama masa kampanye

PP NO 53 TAHUN 2010PP 94 TAHUN 2021



PNS WAJIB BERSEDIA DITEMPATKAN 
DI SELURUH WILAYAH NKRI

HD RINGAN

TIDAK BERSEDIA 
DITEMPATKAN DI 

SELURUH WILAYAH 
NKRI APABILA 

PELANGGARAN 
BERDAMPAK 

NEGATIF PADA UNIT 
KERJA

HD SEDANG HD BERAT
Contents Title

TIDAK BERSEDIA 
DITEMPATKAN DI 

SELURUH WILAYAH 
NKRI APABILA 

PELANGGARAN 
BERDAMPAK 

NEGATIF PADA 
INSTANSI YBS

TIDAK BERSEDIA 
DITEMPATKAN DI 

SELURUH WILAYAH 
NKRI APABILA 

PELANGGARAN 
BERDAMPAK 

NEGATIF PADA 
NEGARA

DALAM PP NOMOR 53 
TAHUN 2010 TIDAK 
DIATUR



PEJABAT YANG BERWENANG 
MENGHUKUM (PyBM)



PRESIDEN

. PEJABAT/PEGAWAI YG 
DIHUKUM :
a. JPT Utama
b. JPT Madya (PPK)
c. JPT Madya
d. JF Ahli Utama
e. Jabatan lain yg

pengangkan & 
pemberhentianya
menjadi wewenang
presiden

Semua jenis HD ringan, sedang, dan 
berat

HD berat : pemberhentian dgn
hormat tidak atas permintaan sendiri
sbg PNS



PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
(INSTANSI PUSAT DAN DAERAH PROVINSI)

. 
PEJABAT/PEGAWAI YG 
DIHUKUM :
a. Pejabat JPT Madya
b. Pejabat JPT Pratama
c. Pejabat JF Ahli Utama
d. Pejabat Administrator ke

bawah
e. Pejabat Fungsional selain

JF Ahli Utama

HD ringan, HD sedang, HD berat : 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah
12 bln dan pembebasan dr jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12 bln

HD sedang dan berat

HD ringan, HD sedang, HD berat : 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah
12 bln dan pembebasan dr jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12 bln

HD berat



PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
(INSTANSI DAERAH KABUPATEN/KOTA)

. 

PEJABAT/PEGAWAI YG 
DIHUKUM :
a. Pejabat JPT Pratama
b. Pejabat JF Ahli Utama
c. Pejabat Administrator ke

bawah
d. Pejabat Fungsional selain

JF Ahli Utama

HD ringan, HD sedang, HD Berat

HD ringan, HD sedang, HD berat : 
penurunan jabatan setingkat lebih
rendah 12 bln dan pembebasan dr
jabatannya menjadi jabatan pelaksana
selama 12 bl

HD sedang, HD berat

HD berat



Pejabat yang Berwenang Menghukum

pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional

pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional

Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1

No
Jenis

Instansi

PJBW yang

Menghukum
PJB yang Dihukum

Jenis

Hukuman
Keterangan

1
Instansi

Pusat

PPT Madya atau pejabat lain 

yang setara

1. PNS di lingkungannya yg

berada 1 tk di bawahnya
ringan

2. PNS di lingkungannya yg 

berada 2 tk di bawahnya
sedang

PPT Pratamaatau pejabat lain 

yang setara

1. PNS di lingkungannya yg

berada 1 tk di bawahnya
ringan

2. PNS di lingkungannya yg 

berada 2 tk di bawahnya
sedang

Pejabat Administrator atau

pejabat lain yang setara

1. PNS di lingkungannya yg berada 1

tk di bawahnya dan bagi pejabat

fungsional ahli muda di

lingkungannya

ringan
Dalam hal tidak terdapat PejabatAdministrator

Jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman

Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 tingkat di

bawahnya.

2. PNS di lingkungannya yg berada 2

tk di bawahnya dan bagi pejabat

fungsional ahli pertama di

lingkungannya

sedang

Pejabat Pengawas atau pejabat

lain yang setara

1. PNS di lingkungannya yg berada 1

tk di bawahnya dan bagi pejabat

fungsional ahli pertama di

lingkungannya

ringan

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pegawas 

Jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan 

tingkat di bawahnya.2. PNS di lingkungannya yg 

berada 2 tk di bawahnya
sedang



Kerja tersebut, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Madya

dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang

Pejabat Pegawas,  atau pejabat lain yang setara yang

sedang

No
Jenis

Instansi

PJBW yang

Menghukum
PJB yang Dihukum

Jenis

Hukuman
Keterangan

2
Instansi

Provinsi

Pejabat Tinggi Madya

atau yang setara

1.  PNS di lingkungannya yg berada 1

tk di bawahnya
ringan

2. PNS di lingkungannya yg berada 2

tk di bawahnya
Sedang

PPT Pratama atau pejabat

lain yang setara

1.  PNS di lingkungannya yg berada 1

tk di bawahnya
Ringan

2. PNS di lingkungannya yg berada 2 tk di

bawahnya
Sedang

3. Pejabat Fungsional di 

lingkungannya

Ringan dan 

sedang

Pejabat Administrator   

atau pejabat  lain yang 

setara

1.  PNS yg berada 1 tk di bawahnya dan

bagi pejabat fungsional ahli muda di

lingkungannya

Ringan

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit

tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin.
2. PNS yg berada 2 tk di bawahnya dan bagi

PNS yang menduduki jabatan fungsional

ahli pertama di lingkungannya
Sedang

Pejabat Pengawas atau

pejabat lain yang setara

1.  PNS yg berada 1 tk di bawahnya dan

bagi pejabat fungsional ahli pertama di

lingkungannya

Ringan

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pegawas pada Unit Kerja tersebut,

Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda tertentu

berada 1 tingkat di bawahnya.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pejabat Administrator,

memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan Hukuman

Disiplin ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional Keterampilan

di lingkungannya.

2. PNS yg berada 2 tk di bawahnya di 

lingkungannya

Ringan dan



Jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan

dan bagi PNS yang menduduki

Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli

bawahnya.

No
Jenis

Instansi

PJBW yang

Menghukum PJB yang Dihukum
Jenis

Hukuman Keterangan

3

Instansi 

Daerah 

Kabupaten

/Kota

PPT Pratama atau pejabat

lain yang setara

1. PNS di lingkungannya yg berada 1 tk di

bawahnya
Ringan

2. PNS di lingkungannya yg berada 2 tk di

bawahnya
Sedang

3. Pejabat Fungsional di 

lingkungannya

Ringan dan 

sedang

Pejabat Administrator atau

pejabat lain yang setara

1. PNS yg berada 1 tk di bawahnya dan

bagi pejabat fungsional ahli muda di

lingkungannya

Ringan Dalam hal tidak  terdapat Pejabat Administrator pada Unit  

Kerja    tersebut,   Pejabat  Fungsional

Hukuman Disiplin  ringan bagi PNS yang berada 1

tingkat di bawahnya.

2. PNS yg berada 2 tk di bawahnya

jabatan fungsional ahli pertama di

lingkungannya

Sedang

Pejabat Pengawas atau

pejabat lain yang setara

1. PNS yg berada 1 tk di bawahnya dan

bagi pejabat fungsional ahli pertama di

lingkungannya

Ringan Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pegawas pada

Muda tertentu  dapat   menjatuhkan  Hukuman

Disiplin  ringan bagi PNS yang berada 1  tingkat di

2. PNS yg berada 2 tk di bawahnya

di lingkungannya

Ringan dan

sedang



Republik Indonesia

No
Jenis

Instansi

PJBW yang

Menghukum PJB yang Dihukum
Jenis

Hukuman Keterangan

4
Perwakilan 

Republik 

Indonesia

Kepala Perwakilan

1. PNS yang berada 1 tk di 

bawahnya
Ringan

2. PNS yg berada 2 tk di 

bawahnya Sedang



01 02 03 04 05 06 07 08





MASUK KERJA

 Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam
maupun di luar kantor.

 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS Masuk Kerja
dan menaati ketentuan jam kerja yang akan diatur dalam
Peraturan Menteri PANRB.



HUKUMAN DISIPLIN TERKAIT REGULASI JAM KERJA

DISIPLIN RINGAN

3 hari kerja Teguran Lisan 

4 s.d 6 hari kerja Teguran Tertulis 

7 s.d 10 hari kerja Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 

DISIPLIN SEDANG

11 s.d 13 hari kerja Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 6 Bulan

14 s.d 16 hari kerja Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 9 Bulan 

17 s.d 20 hari kerja Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 12 Bulan 

DISIPLIN BERAT

21 s.d 24 hari kerja Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan

25 s.d 27 hari kerja Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama  12 Bulan 

28 hari kerja atau lebih
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai 
PNS10 hari kerja terus menerus























Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi 

hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan:

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional 

Kategori Keterampilan dengan jenjang 

terendah yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, 

dimaknai sebagai penurunan ke dalam 

Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan 

setingkat lebih rendah dari jabatan semula.

Penjatuhan Hukuman Disiplin

1
2

3

Dimaknai sebagai 

penurunan jenjang 

jabatan setingkat lebih 

rendah;

Hanya memiliki Kategori Keahlian, maka 

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli 

Pertama yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, 

dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan 

Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih 

rendah dari jabatan semula.

PNS yang menduduki Jabatan 

Fungsional Ahli Utama dan Jabatan 

FungsionalAhli Madya yang dijatuhi 

hukuman disiplin diatas, maka batas usia 

pensiunnya mengikuti jabatan terakhir 

setelah yang bersangkutan dijatuhi 

hukuman disiplin.

4

5

Memiliki jenjang keahlian dan 

keterampilan, maka penurunan jabatan 

setingkat lebih rendah bagi PNS yang 

menduduki Jabatan Fungsional Ahli 

Pertama dimaknai sebagai penurunan 

jabatan menjadi Jabatan Fungsional 

Keterampilan Penyelia.







Kewenangan Pejabat Fungsional

01

02

Terkait dengan pejabat yang berwenang menghukum terdapat ketentuan

mengenai kewenangan bagi pejabat lain yang setara yang diartikan sebagai PNS

yang menduduki jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin

satuan unit kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dan Ahli

Muda tertentu diberikan kewenangan menjatuhkan hukuman

disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 tingkat di bawahnya dalam

hal tidak terdapat Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas

pada unit kerja tersebut.





















PNS Yang Menjalani 
Penugasan

PNS yang menjalani penugasan pada

instansi pemerintah dan melakukan

pelanggaran disiplin, pemeriksaan dan

penjatuhan hukuman disiplin selain yang

berupa pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS atau penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 1 tahun menjadi

kewenangan instansi tempat PNS yang

bersangkutan menjalani penugasan.

Pejabat yang Berwenang Menghukum

pada instansi tempat PNS yang

bersangkutan menjalani penugasan

berlaku mutatis mutandis dengan

ketentuan Pejabat yang Berwenang

Menghukum dalam Peraturan BKN

Nomor 6 Tahun 2022.

1

2

3

Dalam hal PNS yang menjalani

penugasan pada Instansi Pemerintah

melakukan pelanggaran disiplin akan

dijatuhi hukuman disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak

atas permintaan sendiri sebagai PNS

atau penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 1 tahun, maka

Pejabat yang Berwenang Menghukum

merupakan pejabat pada instansi

induk setelah dilakukan

pemeriksaan.
Lanjutan



Lanjutan
PNS Yang Menjalani Penugasan

Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman 

Disiplin PNS yang menjalani penugasan 

di luar instansi pemerintah menjadi 

kewenangan instansi induk 

berdasarkan data dan informasi dari 

instansi tempat PNS yang bersangkutan 

menjalani penugasan.

Dalam hal PNS yang menjalani 

penugasan akan dijatuhi hukuman disiplin 

yang bukan menjadi kewenangan 

instansi tempat menjalani penugasan, 

pimpinan instansi atau kepala perwakilan 

mengusulkan penjatuhan hukuman 

disiplin kepada PPK instansi induknya 

disertai berita acara pemeriksaan.

4

5



Dijatuhi salah satu jenis HD berat sesuai
dengan ketentuan dalam PP 94/2021
a.penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah selama 12 bulan;
b.pembebasan dari jabatannya menjadi 

jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak 

atas permintaan sendiri sebagai PNS.

IZIN PERKAWINAN 

DAN PERCERAIAN 

PP 10/1983 JO PP 

45/90



Ketentuan penjatuhan 

hukuman disiplin berlaku 

secara mutatis mutandis 

berlaku bagi Calon PNS

Calon PNS Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin

1 2

Calon PNS yang dijatuhi hukuman 

disiplin tingkat sedang atau tingkat 

berat, dinyatakan tidak memenuhi 

syarat untuk diangkat menjadi PNS 

dan diberhentikan dengan hormat 

atau diberhentikan dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri 

sebagai Calon PNS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Pelanggaran Disiplin yang 
Terindikasi Pidana

Ketentuan mengenai PNS yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan pidana:

• Tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan 

penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan 

Peraturan BKN.

• Dalam hal PNS yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan pidana yang mengakibatkan diberhentikan 

tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, 

maka proses penjatuhan hukuman disiplin menunggu 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



Pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman 

disiplin PNS  di lingkungannya melalui Integrated-Discipline BKN (I’DIS BKN) 

yang dapat diakses melalui laman https://idis-siasn.bkn.go.id/ yang terintegrasi 

dengan Sistem Informasi ASN.

I'DIS BKN

SE Menpan RB 1 Tahun 2021
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